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NAMA sSOP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS] PELAKSANA:

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2 Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5517);

4 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1A Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2014;

5 Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2014 — 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 50).
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Memahami Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran;
Memiliki Integritas, Team Work dan Mampu Bekerja secara Cepat, Tepat dan Akurat

Memiliki Kemampuan Dasar Mengoperasikan Komputer dan Internet

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1 SOP Penyusunan RPJMD

1. Kemputer, Printer dan Jaringan Internet;

2. Alat Tulis Kantor;

3. Peraturan Perundang-Undangan terkait;

4. Dokumen Perencanaan (RPJMN, RKP, RPJMD, Renstra SKPD);
5. Kertas Kerja, Laporan Kinerja SKPD

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1 RKPD harus telah ditetapkan selambat-lambatnya bulan Juli tahun n-1 sebagai dasar perencanaan anggaran

2 SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan jika
tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintahan daerah.
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Dasar Hukum

Instansi
Unit Kerja Eselon |

Unit Kerja Eselon Il

Unit Kerja Eselon 111

Unit Kerja Eselon IV

{DENTIFIKAS! JUDUL SuUP
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka

Pemerintah Kabupaten Bangka

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

NO TUGAS FUNGSI Sub-Fungsi { Kegiatan) Output Aspek Judul SOP
1 2 3 4 5 6 7
Penyiapan peraturan Mengoordinasikan dan Menyiapkan bahan pelaksanaan Rencana Kerja] Penyusunan Penyusunan Rencana
Pemerintah  Daerah Kerja Pemerintah Daerah

perundang-undangan di
bidang perencanaan,

penelitian dan pengembangan
sesuai dengan norma, standar

dan prosedur
yang ditetapkan oleh
Pemerintah

menyusun produk hukum
di bidang perencanaan,
penelitian dan
pengembangan di Daerah
sesuai dengan norma,
standar dan

prosedur yang ditetapkan
oleh Pemerintah

Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang),
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah

(RPJMD), dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)

(RKPD)

Daerah (RKPD)




